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BUPATI ASAHAN TANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA 

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK 

 

 
Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Asahan (ANTARA) - Bupati Asahan H. Surya menandatangani perjanjian 

kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Perjanjian 

kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan 

data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya, 

mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, dan mengoptimalkan 

pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak. 

Bupati Asahan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus bersinergi 

dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran dalam pelayanan pajak di 

Kabupaten Asahan. “Pemerintah dan KPP Pratama Kisaran akan bersinergi dalam 

pelayanan perpajakan di Kabupaten Asahan, sehingga apa yang diharapkan oleh 

Pemerintah Pusat dapat tercapai", ujarnya, Rabu (23/08). 

Selain itu Bupati mengatakan, Pemerintah dan KPP Pratama Kisaran akan 

berusaha menjadikan pajak menjadi sumber pendapatan daerah dan menjadi mitra kerja 

masyarakat." Bupati berharap dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka koordinasi 

antara pemerintah daerah dengan DJP semakin baik dan penerimaan pajak dapat 

tercapai," ujarnya. 

 

ASAHAN, (MIMBAR) - Bupati Asahan, H Surya BSc menandatangani 

perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah antara DJP, DJPK 

dan Pemerintah Daerah di Jakarta.  

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

pertukaran/pemanfaatan data informasi perpajakan, data perizinan, data keuangan daerah 
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dan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak. Usai mengikuti kegiatan, Bupati 

Asahan di Kisaran, Rabu (23/8/2023) mengatakan Pemkab Asahan telah bersinergi 

dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran. Pemkab Asahan dan KPP 

Pratama Kisaran telah bersinergi dalam pelayanan perpajakan, sehingga harapan 

Pemerintah Pusat tercapai. 

"Pemkab Asahan dan KPP Pratama Kisaran berusaha menjadikan pajak menjadi 

sumber pendapatan daerah dan menjadi mitra kerja masyarakat. Dengan adanya perjajian 

kerjasama ini maka koordinasi antara pemerintah daerah dengan DJP semakin baik dan 

penerimaan pajak dapat tercapai", harap H Surya (Edo) 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/543435/bupati-asahan-tandatangani-perjanjian-

kerjasama-optimalisasi-pemungutan-pajak, Rabu, 23 Agustus 2023. 

2. https://www.mimbaronline.com/2023/08/bupati-asahan-tandatangani-perjanjian.html,  

Rabu, 23 Agustus 2023. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 20, angka 21, angka 23, angka 24, Pasal 42, Pasal 43, 

Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47. 

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; 

20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak; 

24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

https://sumut.antaranews.com/berita/543435/bupati-asahan-tandatangani-perjanjian-kerjasama-optimalisasi-pemungutan-pajak
https://sumut.antaranews.com/berita/543435/bupati-asahan-tandatangani-perjanjian-kerjasama-optimalisasi-pemungutan-pajak
https://www.mimbaronline.com/2023/08/bupati-asahan-tandatangani-perjanjian.html
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42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 

43.  Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau 

diserahkan kepada konsumen akhir. 

65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali 

apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender.  

 

Pasal 4 

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

c. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 

c. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang 

setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota 

otonom. 

 

Pasal 5  

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i 

merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. 
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(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf 

g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat 

pemberitahuan pajak terutang. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. 

(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak 

dipungut, dalam hal: 

a. potensinya kurang memadai; dan/atau 

b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 


